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BABIV 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

a. 	 Perjanjian franchising merupakan suatu perjanjian yang terbentuknya 

didasarioleh aMS kebebasan berkontrak dan telah memenuhi 

syarat-syarat untuk sahnya perjanjian seperti dimaksud oleh pasal 

1320 BW. Dati pasal W, membuat perjanjian franchising mempunyai 

kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya seperti yang dimaksud 

oleh pasal 1138 BW. Dalam perjanjian franchising melibatkan 2 pihak 

secara Iangsung, pihak Franchisor adalah pihak yang mempunyai 

merek dagang asli dan pihak Franchisee adalah pihak yang 

mendapatkan hak langsung dati Franchisor. Kedudukan Franchisor 

dan Franchisee adalah sejajar, dan bukan merupakan suatu kedudukan 

antara majikan dan buruh. Di dalam perjanjian franchising terdapat 

klausula.-klausula yang penting baik bagi pihak Franchisor maupun 

bagi pihak Franchisee dalam mengadakan suatu perjanjian. Di 

samping itu adapula hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian 

franchising. Hak dan kewajiban Franchisor antara lain., memberikan 

bantwm program latihan dan bantuan operasional, menerima royaIti, 
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menerim.a franchise fee dan masih banyak lagi. Sedangkan hak dan 

kewajiban Franchisee antara la.in, membayar royalti fee dan franchise 

fee, hak menggunakan nama·atau merek dagang milik Franchisor. 

b. 	 Bila terjadi perselisihan atau sengketa. di antara para pihak, mengingat 

dalam perjanjian franchising para pihak berasal dari dua negara yang 

berbeda, maka ada 2 cara untuk menyelesaikan sengketa. tersebul 

Yaitu mela1ui suatu lembaga Peradilan Umum atau menyerahkan 

penyelesaian sengketanya ke Badan Arbitrase. Apabila sengketa 

tersebut diselesaika.n di Peradilan Umum" maka hukum yang 

digunakan adalah hukum yang berlaku di negara yang dipilih oleh 

para pihak sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. tersebul 

Sedangkan apabila sengketa. tersebut diserahkan kepada Harlan 

Arbitrese, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang dipakai 

oleh Arbitrase Dagang Internasional dan keputusan yang dihasilkan 

oIeh Badan Arbitrase Intemasional tersebut mempunyai kekuatan 

hukum mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para 

pihak. 

2. Saran 

a. 	 Diperlukan suatu peraturan yang lebih jelas dan mengatur secara 

khusus tentang perjanjian franchising di Indonesia, sehingga dapat 
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memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Terut:ama bagi 

pihak Franchisee yang umumnya berasal dari pengusaha. Indonesia 

dan perIu adanya suatu lembaga hukum Indonesia yang khusus 

menangani bisnis franchise. Mengingat di masa. yang akan damng, 

akan banyak pengusaha Indonesia yang melakukan kerja sarna di 

bidang bisnis franchise, sehingga hukum Indonesia tidak tertinggal 

. 
dengan hukum yang ada di negara lain, khususnya di negara asal 

franchise atau negara asa.l Franchisor. 

b. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchising, 

hendaknya ditentukan secara rinci karena selama ini, para pihak 

dalam perjanjian franchising kurang memahami secara detail hak dan 

kewajibannya. Jadi, yang nampak hanya hal< dan kewajiban yang 

utama saj~ sedangkan hal-hal yang kecil kurang diperhatikan oleh 

para pihak dalam perjanjian franchising. 
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